BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka,
kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pengaruh corporate governance dan
transfer pricing terhadap agresivitas pajak adalah sebagai berikut:

1. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas
pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun
2015-2019.

2. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada
perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-20109.

3. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada
perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-20109.

4. Transfer Pricing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada

perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan
dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Ukuran sampel yang digunakan masih terlalu kecil sehingga

mempengaruhi hasil penelitian yang diperoleh
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2. Penghindaran pajak disini hanya didasarkan dari laporan keuangan yang
kurang menggambarkan keadaan riilnya karena data tentang
penghindaran pajak yang sebenarnya sulit diperoleh.

3. Sampel perusahaan kurang lengkap mempublikasikan catatan atas
laporan keuangan (CALK) sehingga informasi yang dibutuhkan oleh
pengguna laporan keuangan menjadi terbatas

5.3 Saran
Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka penulis
memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan sampel yang digunakan dapat diperluas tidak hanya
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja
sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisasi.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan mekanisme
corporate governance yang lain atau menggunakan variabel pengukuran
tata kelola perusahaan yang berbeda yang mungkin lebih berpengaruh
terhadap agresivitas pajak seperti menggunakan variabel Corporate
Governance Perception Index (CGPI).

3. Diperlukan adanya pengawasan bahwa kegiatan agresivitas pajak yang
diperbolehkan adalah sepanjang upaya tersebut dilakukan tidak semata-
mata untuk menghindari pajak dan masih dalam batas kebiasaan bisnis

yang baik.
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